
PERATT'RAIT BT'PATI XEPT'L/TUAIT SEL/TYAR

roroR 54 rerurzors

TEI|TANG

POLII KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LIIf GKIIITGAIT PEf ERIITTAII XABT'PATEI{ XTPULIIUAI| SEL,AYAR

DTI|GAT RAIIUAT TI'HAIT YAI|G UAHA ESA

BIIPATI I(TPI'LAUAI| SEI,AYAR.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah I I Tahun

2Ol7 paragrad 5 pasal 188 ayat (4) bahwa setiap Intansi

Pemerintah men5rusun pola karier khusus sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan pola karier nasional untuk
menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil

dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas

pemerintahandan pembangunan ;

b. bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karier

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar secara selaras dan

seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi,

perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri

SiPil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl
Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara ([rmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan teralhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Taun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 124,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a889);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tabahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 63, Tambahan lrmbaran Republik Indonesia

Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Biroksi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2Ol8 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di

Lingkungan Instansi Pemerintah.

1O. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12

Tahun 2OO2 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil.

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13

Tahun 2OO2 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural.

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35

Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

12 Tahun 2O16 tentang pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Keprilauan Selayar.

MEMUTUSI(AN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI

NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN

SELAYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian.



3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang berwenang.

4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang

selanjutnya disebut Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya

disebut Baperjakat ada-lah Badan pertimbangan jabatan dan

kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah

perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan

Selayar.

8. Pola karier Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pola karier

merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau

perpindahan PNS dalam dan atas posisi di setiap jenis Jabatan secara

berkesinambungan dengan keterkaitan dan keserasian antar jabatan,

pangkat, pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan, kompetensi serta

masa jabatan seseorang PNS, sejak pengangkatan pertama dalam

jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

9. Alur pengembangan karier yang selanjutnya disebut alur karier ada-lah

lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal

yang dapat dilalui PNSD sejak pengangkatan pertama dalam jabatan

sampai dengan jabatan tertinggi.

10. Penempatan PNSD adalah penempatan PNSD pada jabatan sesuai

formasi PNSD dan atau kebutuhan organisasi.

11. Masa kerja adalah masa pengabdian PNSD sejak diangkat menjadi

CPNSD sampai dengan diberhentikan sebagai PNSD.

12. Kenaikan pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada PNSD

atas prestasi ke{a dan pengabdiannya.

13. Pembinaan karir PNSD adalah pembinaan yang perlu dan harus

dilakukan agar karir PNSD jelas dan dapat dipertanggungiawabkan

dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara

jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan

jabatan, kompetensi, serta pengalaman ke{a PNSD sejak
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pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan

pembe rhentian sebagai PNSD.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi Negara yang terdiri

jabatan struktral dan jabatan fungsional.

15. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNSD dalam

rangka memimpin suatu satuan ke{a perangkat daerah.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan

pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

17. Pendidikan dan Pelatihan PNSD yang selanjutnya disebut Diklat

adalah proses belajar mengajar dan penambahan pengetahuan,

kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya dalam rangka

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNSD.

18. Standar kompetensi jabatan adalah standar kemampuan dan/ atau

keahlian yang harus dimiliki oleh seorang PNSD dalam

melaksanakan tugas jabatan.

19. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan dari
jabatan struktural yang dijabat sebelumnya ke jabatan struktural
lain yang tingkat Eselonnya sama/ sejajar.

2O. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari jabatan

stmktural yang lebih rendah ke jabatan struktural yang setingkat lebih

tinggi atau dari jabatan fungsional yang lebih rendah ke dalam

jabatan fungsional yang lebih tinggi.

21. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari
jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya.

22. Penilatan prestasi kerja atau disebut juga dengan penilaian kinerja

adalah suatu sistem formal dan terstmktur yang mengukur dan

menilai kine{a berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja

pegawai di lingkugan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.

23. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.

Pasal 2

(l) Maksud penyusunan pola karier adalah untuk menjamin kepastian

arah pengembangan karier PNS di Pemerintah Kabupaten
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Kepulauan Selayar, mulai dari karier terendah sampai karier

tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
(21 Tujuan Penyusunan Pola Karier adalah :

a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS untuk
dapat meningkatkan kompetensi, kinerja serta dapat mendorong

peningkatan karier PNS ;

b. mendayagunakan PNS dalam membina kemampuan, kecakapan

dan ketrampilan secara efisien, efektif dan rasional sehingga

bakat, minat dan motivasi pegawai dapat tersalurkan secara

obyektif;

b. menyerasikan kemampuan, kecalapan dan keterampilan dalam

mengembalgkan potensi yang dimiliki bagi pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan jenjang

dan penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk

menghasilkan prestasi kerja yang optimal;

(3) Prinsip Pola Karier adalah :

a. Kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan

kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap

PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan;

b. Profesionalisme, yaitu penJrusunan pola karier harus dapat

mendorong PNS dalam meningkatlan kompetensi dan prestasi

kerja.

c. Transparan, pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan

memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang telah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

d. Keadilan, yaitu bahwa ketentuan dalam pola karier berlaku sama

pada setiap PNS dan tidak bersifat diskriminatif

BAB II
JEMS, UNST'R DAIT ALT'R FOL/T I(ARIER

Bagran Kesatu

Jenis Pola Karier

(1) Pola Karier Nasional yaitu Pola Karier secara nasional yang ditetapkan

oleh Menteri ; dan
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(21 Pola karier instansi yaitu Pola Karier disusun sesuai dengan

kebutuhan Pemerintah Kabupaten / Kota yang terintegrasi secara

nasional dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Unsur Pola Karier

Pasal 4

(1) Unsur-unsur pola karier adalah sebagai berikut:

a. pendidikan formal;

b. pendidikan dan pelatihan jabatan;

c. usia;

d. masa kerja;

e. pangkat/golongan ruang;

f. tingkat jabatan;

g. pengalaman jabatan;

h. penilaian prestasi keda; dan

i. kompetensi jabatan.

l2l Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan sehingga dapat

mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional,

khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun

metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya.

(3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan untuk
meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang tugasnya.

(4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf c berkaitan dengan

pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan

karier seorang PNS.

(5) Masa ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu
jabatan setingkat lebih tinggr dengan usia saat diangkat dalam

jabatan sebelumnya.

(6) Pangkat/ golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau

pendidikan formal yang dimiliki.
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(7) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang

jabataa yang tertinggi yaitu :

a. Jabatan Struktural:
Jabatan Pelaksana (Eselon V), Jabatan Pengawas (Eselon IV-B dan

Eselon IV-A), Jabatan Administrator (Eselon III-B dan Eselon III-A),

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-B dan Eselon II-A)

b. Jabatan Fungsional :

1). Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia (JF Terampil)

21. Pertama, Muda, Madya, Utama (JF Keahliar)

(8) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g

diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabataa yang akan

diduduki.

(9) Penilaian prestasi ke{a sebagaimana dimaksud pada nomor (1)

huruf h dilakukan terhadap seorang PNS yang akan menduduki atau

sedang menduduki jabatan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(10) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf
I ditetapkan pada setiapjabatan.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Alur Pola Karier

(1) Alur pola karier PNS terdiri atas :

b. alur karier secara regular;

c. alur karier secara fast traclc

(21 Alur karier secara reguler dan fast track berdasarkan pada

pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak

pengangkatan CPNS.

(3) Alur karier secara reguler berdasarkan pada asumsi sebagai berikut :

a. pendidikan dan usia :

l) untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, Sl/D.IV, 52, dan 53

pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 35 (tiga

puluh lima) tahun;

2l tidak te{adi penyesuaian ijazah.
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kepangkatan dan masa kerja :

1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditenhrkan

untuk jabatan yang bersangkutan;

2l kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama I (satu) tahun

dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

(4) Alur karier secara /asl track berdasarkan pada asumsi sebagai

berikut :

a. pendidikan dan usia :

1) untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai

CPNS berusia 18 (delapan belas) tahun;

2l untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai

CPNS berusia 2O (dua puluh) tahun;

3) untuk pendidikan D.I[, pengangkatan pertama kali sebagai

CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

4l untuk pendidikan Sl/D.IV, pengangkatan pertama kali

sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

5) untuk pendidikan 52, pengangkatan pertama kali sebagai

CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

6) untuk pendidikan 53, pengangkatan pertama kali sebagai

CPNS berusia 27 ldua puluh tujuh) tahun; dan

7l tidak terjadi penyesuaian ijazah.

b. kepangkatan dan masa ke{a :

1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan

untuk jabatan yang bersangkutan;

2l kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun

dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

(5) Alur karier PNS secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan l,ampiran 3 yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) Alur karier PNS secara fa.st track sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tercantum dalam Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 6 yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PEMBII{AAIT, KOMPETEI|SI DAIS BEITTUK POLII XARIER

Bagian Kesatu

Pembinaan Karier

Pasal 6

(1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai

PNS hingga pensiun atau berhenti.

(21 Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.

(3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai

dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.

(41 Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Bentuk Pola Karier

Pasal 8

(1) Bentuk pola karier ada 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan

ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan

Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama;

b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan dari

posisi jabatan yang lebih rendah ke posisi jabatan yang setingkat

lebih tinggi atau dari jabatan fungsional yang lebih rendah ke

dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi;

10

Pasal 7

(l) PNS dapat diberikan Tugas Belajar atau Izin Bel4jar oleh Bupati

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

(21 Pendidikan dan Pelatihan Pr4jabatan.

(3) Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan, terdiri atas :

a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

b. pendidikan dan pelatihan teknis;

c. pendidikan dan pelatihan fungsional.



c. Diagonal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke

posisi jabatan lain antar kelompok Jabatan Administrasi,

Jabatan Fungsional, dan/ atau Jabatan Pimpinan Tinggt

Pratama.

(2) Bentuk pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran 8 (delapan) yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB TV

PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Bagiaa Kesatu

Penilaian Kompetensi

Pasal 9

(1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam jabatan

dapat dilakukan penilaian kompetensi sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Penilaian Kompetensi antara lain :

a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi

diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara

teknis;

b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat

struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan;

c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja

berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku,

dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilal<sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-

undangan.

Bagisn kedua

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 10

Penilaian Presta.si Kerja dilakanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IV
FOL/\ IIARIER DALAT JABATA,IT

Bagian Kesatu

Jabatan ASN

(1) Jabatan ASN terdiri atas :

a. jabatan Administrasi;

b. jabatan Fungsional; dan

c. jabatan Pimpinan Tinggi.

(21 Jabatal Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas :

a. jabatan administrator;

b. jabatan pengawas; dan

c. jabatan pelaksana.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
terdiri atas :

a. jabatan fungsional keahlian; dan

b. jabatan fungsional keterampilan.

(41 Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 12

Setiap jabatan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1l ditetapkan syarat

kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan

persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Jabatan Administrasi

Pasal 13

(1) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon

III - A meliputi:

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma [V

(D.M;

c. memiliki integritas dan moral yang baik;
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d. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural
eselon III - B memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang

selama 2 (dua) tahun;

e. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural
eselon III - B diuta.makan paling sedikit pernah menduduki 2

(dua) jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III

B yang berbeda;

f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki
pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa keda

golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai

dengan bidang tugas;

g. penilaian prestasi ke{a paling kurang bemilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

h. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural
eselon III-B diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau setara;

i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

j. sehat jasmani dan rohani; dan

k. persyaratan lain yang diperlukan.

(21 Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon

III-B meliputi:

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.f) atau Diploma IV

(D.M;

c. memiliki integritas dan moral yang baik;

d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural

eselon IV-A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang

selama 2 (dua) tahun;

e. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural

eselon IV-A diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2

(dua) jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV-A

yang berbeda;

f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki

pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa

kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai

dengan bidang tugas; 
13



C. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

h. bagi pemalgku jabatan pengawas setara jabatan struktural

eselon IV A telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat IV atau setara;

i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. sehat jasmani dan rohani; dan

k. persyaratan lain yang diperlukan.

(3) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-

A meliputi :

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;

c. memiliki integritas dan moral yang baik;

d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural
Eselon IV-B atau pelaksana setara jabatan struktural Eselon V-

A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang 2 (dua)

tahun;

e. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum

memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I

golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling

kurang selama 2 (dua) tahun;

f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki
pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja

golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai

dengan bidang tugas;

g. penilaian prestasi keda paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

i. sehat jasmani dan rohani; dan

j. persyaratan lain yang diperlukan.

(4) Persyaratan jabatan pengawas setara dengan jabatan struktural
Eselon [V-B meliputi :

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah SLTA;

c. memiliki integritas dan moral yang baik;
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d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara dengan jabatan

struktural Eselon V-A memiliki pengalaman pada jabatan

paling kurang 2 (dua) tahun;

e. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum

paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang

III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua)

tahun;

f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki

pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan

masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan

sesuai dengal bidang tugas;

g. penilaiaa prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun teralhir;
h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

i. sehat jasmani dan rohani; dan

j. persyaratan lain yang diperlukan.

(5) Persyaratan jabatan Pelaksana setara dengan jabatan struktural
Eselon V-A meliputi:

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah SLTA;

c. memiliki integritas dan moral yang baik;

d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum

paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang

III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua)

tahun;

e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki

pangkat Penata Muda golongan rrang III/a dengan masa keda

golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai

dengan bidang tugas;

f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

h. sehat jasmani dan rohani; dan

i. persyaratan lain yang diperlukan.
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(6) Persyaratan jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum meliputi :

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan palingrendah SLTA;

c. memiliki integritas dan moral yang baik;

d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

f. sehat jasmani dan rohani; dan

g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 14

(1) Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keahlian

meliputi :

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moral yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.f) atau Diploma

IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;

e. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda III/a;
f. memiliki diklat fungsional tingkat ahli;

g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

h. memenuhi angka kredit yang ditentukan;

i. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam I
(satu) tahun terakhir; dan

j. persyaratan lain yang diperlukan.

(21 Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian dari
jabatan lain meliputi :

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moral yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma

IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
15



f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang

jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun;

h. usia paling tinggi :

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli

Pertama dan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli

madya.

i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

j. persyaratan lain yang diperlukan.

(3) Persyaratan penyesuaian (irpassingil jabatan fungsional keahlian

meliputi:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moral yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma

rv (D.rV);

e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang

jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun

C. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

h. persyaratan lain yang diperlukan.

Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 15

(1) Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional

keterampilan meliputi :

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moral yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi
pendidikan yang ditentukan;

e. pangkat serendahnya-rendahnya Pengatur Muda II/a;
f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
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g. memenuhi angka kredit yang ditentukan;

h. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan

i. persyaratan lain yang diperlukan.

(21 Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keterampilan

dari jabatan lain meliputi :

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moral yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai

kualilikasi pendidikan yang ditentukan;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

g. memiliki pengalaman dalam pelaks€utaan tugas di bidang

jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun

h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;

i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

j. persyaratan lain yang diperlukan.

(3) Persyaratan penyesuaian (inpassingll jabatan fungsional

keterampilan meliputi :

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moral yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai

kualilikasi pendidikan yang ditentukan;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang

jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun

f. penilaian prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

h. persyaratan lain yang diperlukan.

(4) Jenjang jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tercantum

dalam t ampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

18



Bagian Keempat

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 16

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :

(1) memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana (S-I)

(21 minimal berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk eselon

II-A dan minimal berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a

untuk eselon II-B;

(3) memiliki sertifikat Diklatpim TK. II

(4) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Malajerial, dan

Kompatensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang

ditetapkan;

(5) sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau

Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua)

tahun;

(6) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait
dengan jabatan yang diduduki secara kumulatif paling kurang 5
(lima) tahun;

(7) diutamakan memiliki 1 jenis Diklat Teknis sesuai dengan T\rgas

pokok.

(8) memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;

(9) tidak sedang menjalani hukuman disiplin berat ataupun sedang.

(10) telah mendapatkan bebas temuan dari tim Tindak l,anjut.
(11) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat

pelantikan;

(12) sehat jasmani dan rohani;

(13) telah mengikuti Seleksi JPT.

BAB V

PEI{GAIIGKATAIT, PERPII|DNIAI| DAI{ PETBERIIEI|TIAIT

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan

formasi dan syarat jabatan.
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(21 Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan pada analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 18

(1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/ atau anta-r jabatan

administrasi dan jabatan fungsional keterampilan, ahli pertama,

dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

(21 PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan

fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam

jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi

persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua

Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 19

(1) Masing-masing Perangkat Daerah / unit kerja men5rusun

perencanaan perpindahan dalam jabatan setiap tahun.

(21 Perencanaan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimalsud
ayat (1) diusulkan kepada PPK melalui BKPPD sebagai Sekretariat

BAPERJAKAT.

(3) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan

memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola

karier.

(4) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2O

(1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal,

vertikal maupun diagonal dalam I (satu) Perangkat Daearah /
unit kerja atau antar Perangkat Daerah / unit kerja.

(2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang

terakhir.

(3) Perpindahan dalam jabatarr sebagaimana dimaksud ayat (l)
dilakukan dalam waktu paling kurang 2 (dua) sampai dengan 5

(Iima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan.
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Bagian Ketiga

Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 2l
Pemberhentian PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan
'peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEIIUTI'P

Pasal,22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Benteng
padatanggal ? NoveMBeP 2otg

BI'PATI KEPT'LI\UAIT SELAYAR,

Pq
rrtr*. nnsr,r.lr,r

Diundangkan di
pada tanggal

SEXRETARIS DAERAII I(ABI'PATEIT KEPULAUAIT SEf,,AYAR,

MARJANI SULTAIT

BERITA DAERA}I IIABT'PATEIT XTPUL/\UAI{ SEL/IYAR TAHTII{ 2018 I|OUOR 367

2L



I"AUPIRAIT
PERATI'RAT BI'PATI XEFI'I.AUAIT SEIAYAR
r{ouoR I ITAEITIT2OIE
TBlltAI{G POL/I KARIER.PEGAWA TDGERI SIPIL
DI LITGtrT'trGAX PruERIITTAE XABI'PATEN
XEFT'I.AUAII SEI.AYAR.

BENTI'K POLI\ XARITR PNS

I JABATAN ASN

I\l /c - IV/

JPT PRATAMA /
FUNGSIONAL

IV/a - Iv/b

III/d - Iv/a

ttt /c - tUld

PENGAWAS/
FUNGSIONAL

III/b - III/C

PEI.AKSANA

FUNGSIONAL
Ill/a - III/b

FUNGS}IOITAL TRI'XTI'RAL

(-1

PEI,AKSANA LANJLTTAN/

PRATAMA

rr I a-lll/a

PELAKSANA LANJUTAN/

PENYELIA/PERTAMA/MUD

MADYA / UTAMA ESELON II-A

ESELON II.BMADYA

MADYA ESEION III.A

ESELON III-B
MUDA / MADYA

ESELON IV-APENYELI-A / MUDA

PNS/ FUNGSIONAL

CPNS

c,

IV/b- Iv/c

ADMINISTRATOR/
FUNGSIONAL

ESELON IV.B

ESEI.,oN V.A

DIKI.AT PRA.IABATAN



l,ampiran 2 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : tahun 2018
Tanggali

ALT'R, IIARITR PNS SE'CARA RECI'LER
SETARA JABATAN STRT'KTI'RAL

Ma3e Kerja dan Usla
E36lo!r VA

Gol. Ruang
Iu/e-IIl/b

Erclon M
Gol. Ruang
III/b-III/c

Eselon M
Gol. Rualg
Iu/ c-III/ d

E3elon IIIB
Gol. RuanS
fiUd-n,lo.

Frelon IIIA
Gol. RuaEg
n,ltIIIlb

Eeclon IIB
Gol. Rualg
rvlb-.rvlc

Eccloa IIA Gol.

Rraag IV/c-
rvld

No

UaBa
Kerla

Uela Masa
KerJa

Usla Masa
Kerla

Usla Mase
Keda

Usla Masa
Keda

Usla Maga
Kerla

U.la Uasa
KerJa

Usla

1 SLTA/ D.I t6 34 20 38
2 D.II r2 32 16 36
3 D.III 8 30 t2 34 I6
4 SI/D.IV 4 27 8 31 12 35 T6 39 20 43 24 47 28 51
5 S2 4 29 4 29 8 JJ 12 37 16 4t 20 45 24 49
6 S3 4 31 4 31 8 35 t2 39 16 43 20 47

IIIIITIIIIIIIIIITIIIIIIIITIII

Aeumsl Usla CPIIS

I
2

J

4
5

6

SLTA/ D.I
D.II
D.III
sr/D.rv
S2
S3

: 18

i20
. rrc

:23
:25
:27

tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun

23

Penrlldlkan



ALI'R KARIER, PNS SECIIR"A RTGI'LER
DALIIU .'ABATAIT TUIIG.SIOITAL TERTTNTU I{ETERAMPILAN

No Pendidikan

Penula
Masa Kerja dan Usia

Terampil Mahir Penyelia

ltl a tvb ltl c $ld lllla rtlb tttlc iltld
Masa
KerJa Usia

Masa
l(erja Usia

Masa
Kerja Usia

Masa
Kerja Usia

Masa
l(erja Usia

Masa
Kerja Usia

Masa
Keria Usia

Masa
Kerja Usia

1 strA/D.t 2 20 4 22 6 26 L2 30 16 !4 20 24 42 28 46

2 D.I 2 22 4 24 a 12 32 15 20 40 24 44

3 D.lI z 24 4 26 30 12 34 16 38 20 42

Asumsl Usia CPI{S

1 SLTA/D.I

2 D.il
3 D.il

: 18 tahun
: 20 tahun
:22 tahun

24

Lampiran 3 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanqgal :

38

28 35
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lampiran 5 Peratura-n Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

ALUR IIARIER PNS SPCARA FAST TAECX
SETARA JABATAN STRI'XTI'RAL

Masa KerJa dan Usla
Eselon VA
Gol. Ruaag
III/a-III/b

Eselon IVB
Gol. Ruang
III/a-III/b

Esclon wA
Gol. Ruaag
Itr/b-III/c

Eselon IIIB
Gol. Ruang
III/c-m/d

Eoelon IIIA
Gol. Ruaag
ilUd-rvla

Ecelon IIB Gol.
Ruang tV/b-
rv/a-rv/b

Esclon IIA
Glol. Ruang
rV/c-IV/dNo

Maga
Keda Uela

Masa
Keda Usla

Masa
Kerja Usla

Masa
Keda Usla

Masa
KerJa Usla

Maea
KerJa Usla

Masa
Keda Usla

30 l4 321 SLTA/D.I 12

) D.II 8 28 10 30

J 4 26 6 28 8 30D.III

25 2 25 4 274 sr/D.IV 0 6 29 8 31 10 JJ t2 35

5 S2 2 c'7 2 27 27 4 29 6 31 8 .7., 10 35

6 S3 2 2 29 4 31 6 33 358

IIIII IIIIIIIIIIIII

Asumel Uela CPNS
1 SLTA/D.I
2 D.II
3 D.III
4 Sr/D.rV
552
653

:18
:20
.cc
:23
:25
:27

tahun
tahun
tahun
tahun
tahun
tahun

Pendldlkan

29 29

26



ALUR I(ARIER PNS SECARA RDGULER
DALAM JABATAN T'UI{GSIOIYAL TERTENTU XEAHLIAI{

Ilo Pendldlkan

,lis.a Keda daa Ugla

PertaEa Huda Iedya

III/a ru/b llll c III/d tllla Iv/b llllc \tld IV/c

Masa
KerJa Usla Ud.

Masa,

Kcda Urla
Masa
KGrJa Ucl,a

Me3a
KcrJa Ugla

Uara
KctJa Urla

Mara
KorJs Uda

Maes
KerJa Ugla

Uaaa
KerJa Uela

1 sr/D.rv 2 25 4 27 8 t2 35 16 39 20 43 24 47 2A 51 32 55

2 S2 2 27 4 29 8 33 10 37 16 4t 20 45 49 2A 53

3 ca 2 29 4 31 8 35 12 39 16 43 20 24 51

Arumrl Urla CPI{S
I SI/D.IV : 23 tahun
2 32 : 25 tahun
3 53 : 27 tahun

25

Lampiran 4 Peraturan Bupatl Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

Utaua

lla.a
Ke{e

31

24



Lampiran 6 Peraturan Bupati (epulauan Sel,ayar
Nomor : Tahun 2018
Tansgal :

ALUR KARIER PNS SECARA PAST TRACIT
DAL/T.M JABATAil TUNGSIOITAL TERTEITTU KETERAMPILAN

IIo Pendldltaa

Mrra Neda daa Usla

Pemula Teraapll Mahlr Penyella

lUa rr/b lUc ttld III/a TII/b llll c III/d
Maga
Keda Usia

Maea
KerJa Usla

Masa
KcrJa Usla

Mare
Keda Usla

Maaa
Kerje Usla

Masa
Keda Usla

Masa
Kerja Uele

Mara
KerJa Usla

1 SLTA/D.r 2 20 4 22 6 24 8 26 10 t2 30 74 32 16 34

2 D.II .) 22 4 24 6 26 8 28 10 30 72 32 t4 34

3 D.III 2 24 4 26 6 28 8 30 10 32 L2

Asuarl Ulta CPltg
1 SLTA/D.I : 18 tahun
2 D.Il : 20 tahun
3 D.III : 22 tahurr

27

28

34



I^ampiran 7 PeraturaJr Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggial :

/TLI'R KARIER, PNS SECARA r}ts? IR/TCT
DAL/I}I JABATAIT T"I'NGSIONAL TERTEIVTI' IIEAIILIAN

Ito Perdldlka!

Maea KerJa daa Urla
Pertama Muda Madya

lIUe tfilb IU/c III/d \tla rvlb w/c

Masa
Ke{a Usla Ugla

Uasa
KerJa Usla

Mare
KerJa Usl,e

Masa
Ketta Usla

Maca
KerJa Ugle

Maca
KerJa Usla

I SI/D.IV 2 25 4 a7 6 29 8 31 10 t2 35 t4 JI

2 S2 2 27 4 29 6 31 33 10 35 t2 c/

J S3 2 29 4 3I 6 33 8 35 IO 37

Asumsi Usia CPNS
I SI/D.IV : 23 tahun
2 S2 : 25 tahun
3 53 :27 tahun

28

Mara
Kerta

33

8



lampiran 8 Peraturan Bupati KepuLauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

.,EN.IAI{C PAITGKAT TERTIYDAII DAN TERTINGGI
DAL/I.MJABA.TAN STRIIKTI'RAL

ilo Eselon

JEITJAT{G PANGKAT, (rcL/ RUAITG

JABATANTerendab Tertttrggt

PargLat Gol/Ruang Pangkat Gol/Ruqng

II. a Pembina Utama Muda lV lc N/d Jabatan Tinggi Pratama atau s€tara

Dengan Sekda

2 II .b Pembina Tk I rvlb Pembina

Utama Muda

lY /c Jab.Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Kepala
Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretarie DPRD

III .a Pembina lYla Pembina Tk.l N/b Jabatan Administrator atau s€tara dengan Sekretaris
Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Direktur RS ,

Camat

nr. b Penata Tk.I rrr/d Pembina lY /a Jabatan Administrator atau setara dengan Kepala
Bidang,Sekretaris Camat,Sekretaris Satpol,Sekretaris

BPBD

5 ry.a lll /c Penata Tk.l III/d Jabatan Pengawas atau setara dengan

Kepala Seksi, Kepala Subbag, Kepala

Subbid, Kepala UPTD Lurah

6 IV. b rrr/b Penata ltllc
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1. Pembina

Utama Madya

3.

4.

Penata

Penata Muda Tk.l Jabatan Pengawas atau setara dengan

Sekretaris Lurah,Kasubbag di Kecamatan,

Kasubag TU UPTD



Lampiran 9 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

JENJANG JABATAIT FI'NGSIONAL DAN ANGI(A I(RTDIT

TINGKAT JEI|.IANG JABAT/UI (x)L/RUAITG AI(. BATAS USIA PEI|SIT'N

TERAMPIL

Pemula
lI/a
trlb

25
90

58 TAHUN
Terampil

II/c
/dII

60
80

Mahir
lll/a
firlb

100
150

Penyelia
ItI/c
rrr/d

200
300

AHLI

Pertama
lIl/a
nr/b

100
150

58 TAHUN
Muda

lll/c
lil/d.

200
300

Madya
IV/a
rv/b
IY/c

400
550
700 60 TAHUN

Utarna
rv/d
lY /e

850
1,O50

30
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l,ampiran 10 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

PETA JABATAIT STRT}KTURAL

l. Selretariat terdiri :

a. Sekretariat Daerah (Setda)

b. Selretariat DPRD (Setwan)

l€mbaga Teknis Daerah :

a. InspehoratKabupaten
b. Dinas-dinas :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2l Dinas Kesehatan.
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4l Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5) Dinas Sosial
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
7l Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ll) Dinas Perhubungan
l2l Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13) Dinas Kelautan dan Perikanan
14) DinasKepariwisataan
15) Dinas Penanaman Modal, PeLayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
l7l Dinas Perpustakaan dan Kearsipa.n

c. Badan-Badan:

1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
2) Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappeda)
3) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

d. Satuan Polisi Pamong Praja
e. Rumah Sakit Umum Daerah

3. Kecamatan :

a. KecamatanBontomatene
b. Kecamatan Buki
c. KecamatanBontomanai
d. Kecamatan Benteng
e. Kecamatan Bontoharu
f. KecamatanBontosikuyu
g. Kecamatan Taka Bonerate
h- KecamatanPasimasunggu
i. Kecamatan Pasimasunggu Timur
j. KecamatanPasimarannu
k. KecamatanPasilambena
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4. Kelurahan:

a. Kelurahan Benteng
b. Kelurahan Benteng Utara
c. Kelurahan Elenteng Selatan
d. KelurahanBontobangun
e. KelurahanPutabangun
f. KelurahanBatangm.ata
g. Kelurahan Batangmata Sapo
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Lampiran I 1 Peratura-n Bupati Kepulauan Sel,aSrar
Nomor : Tahun 2O18
Targgal :

TABTL JABAT/TN STRI'I(?I'RAL

Ito ESEI,ON ro I{A.UA JABATAN JUULIIH GOL. RUAT{G

1 2 4 5 6

II-A 1). Sekretaris Daerah I IV/c - rvld
JI.IUL/UI 1

2 II-B 1).

2l

3).

41.

s).

6).

7],.

Staf Ahli

Asisten Sekretaris
Daerah

Seliretaris DPRD

Inspektur

Kepala Badan

Kepala Dinas

Kepala Satuan POLPP

3

3

1

I
5

1 6

1

rv/b - IVlc

JI'ULAH 30

III-A 1).

21.

3).

4l,.

s).

6).

7!..

8.)

Kepala Bagian Setda

Kepala Bagian Setwan

Inspektur Pembantu/

Direktur Rumah Sakit

Sekretaris Badan

Selrretaris Dinas

Selretaris Satuen

POL PP

Camat

t2
3

4

I
5

16

1

11

IVla - IVlb

JI'ULAH 53

III-B r).

2l..

3.)

4],.

s).

6)

Kepala Bidang Dinas

Kepala Bidang Badan

Kepala Bidang Satuan
POL PP

Kabag. TU Rumah Sakit

Kepa.la Bidang RSU

Selcetaris Kecamatan

a2

22

5

I
3

1 1

rrr ld - Iv /a

JI'ULAH 124

5 IV.A 1)

2l

s)

4l

sl

6)

7l

Kasubag Setda

Kasubag Setwan

Kasubag/ Seksi
Inspeldorat

Kasubag/ Subid Badan

Kasubag /Kasi Dinas

Kasubag/ Seksi SATPOL
PP

36

6

3

60

235

18

9

III/c - III/d

33

3

1.

J.

4.



8).

e).

10).

Kasubag/ Kasi Rumkit

Kasi Kecamatan

Lurah

Kepala UPT Dinas/
Badan

5

7

24

JI' LI\H 4{)3

6. IV-B 1).

21.

3).

4).

Sekretaris Kelurahan

Kasi Kelurahan

Kasubag. Kecamatan

Kasubag TU UPT Dinas/
Badan/ Puskesmas

7

28

22

38

III/a - III/b

J{'ULUI 95

7 1). Kasubag TU SMP 49 Itt/a - Itt/b
JI'UL/TH 49

tlo'T AL JAaATAII AIBIIKTI,RAL/ EAELOI{ 755

I(EPAI.A I'PT 8D/8UP 186

BT'PATI XEPT'LAUAX SELI\YAR,

Ik1
MUH.EASLI ALI
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